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KATA PENGANTAR

Program Studi Magister dan Doktor Teknik Sipil ITB Bandung kembali
menyelenggarakanKonferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil 2011 (KNPTS 2011)
sebagai kesinambungan KNPTS 2010. Tema dalam konferensi ini adalah “Inovasi
danPenelitian Pascasarjana dalam Bidang Teknik Sipil untuk Mendukung Konstruksi
yangBerkelanjutan”. Konferensi ini merupakan ujud nyata untuksaling bertukar
informasi antar mahasiswadan para lulusan Pascasarjana Teknik Sipil di Indonesia.

Panitia penyelenggara KNPTS 2011 mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi
abstrak dan makalah lengkap yang telah dikiim oleh pemakalah dari berbagai
institusi pendidikan pascasarjana teknik sipildi Indonesia. Adapun makalah yang
diterima dikelompokan dalam kelompok keahlian sebagai berikut: (a) Rekayasa
Struktur, (b) Rekayasa Geoteknik, (c) Rekayasa dan Manajemen Sumber Daya Air,(d)
Rekayasa dan Manajemen Transportasi, (e) Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, (f)
Rekayasadan Manajemen Infrastruktur. Selain pengelompokan seperti tersebut diatas,
semua makalah dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: (a) Makalah rencana
penelitian; (b) Makalah penelitian yang sedang berjalan; dan (c) Makalah yang telah
selesai penelitiannya. Setelah melalui proses reviewoleh para reviewer,ditetapkan
sebanyak 41 makalah untuk dipresentasikan dan dipublikasikan dalam ProsidingkKNPTS
2011.

Kegiatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai peta penelitian bidang teknik sipil
di Indonesia.Dengan beragamnya topik penelitian di berbagai program
pascasarjana teknik sipil di Indonesia diharapkan terjadi sinkronisasi penelitian
nasional agar hasil-hasilpenelitian lebih berdaya guna bagi pendidikan teknik sipil,
industri konstruksi, industri jasa konstruksi, pemerintah sebagai regulator, dan berbagai
pihak. Para peserta konferensi juga diharapkan mendapatkan manfaat dalam
rangka menjalin hubungan kerjasama dan saling berkolaborasi. Akhir kata panitia
KNPTS 2011 mengucapkan selamat berkonferensi!

Bandung, 20 Desember 2011

Panitia Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil 2011






SAMBUTAN

KETUA PROGRAM STuDI MAGISTER DAN DOKTOR TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Program Studi Magister dan Doktor Teknik Sipil, FTSL ITB memiliki sejarah panjang
sebagai salah satu pelopor pendidikan pascasarjana bidang rekayasa sipil di
Indonesia. ITB telah memposisikan dirinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang
berbasis riset, sehingga berfungsi pula sebagai institusi riset dan pengembangan.
Dalam konteks inilah mahasiswa program pascasarjana memiliki peran yang sangat
penting bagi keberlanjutan program pendidikan dan penelitian di ITB yaitu research-
basedlearning.

Program Studi Magister Teknik Sipil secara terus menerus berupaya untuk
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang mana data terakhir
menunjukkan bahwa terdapat 53 dosen tetap yang seluruhnya berkualifikasi S3, rasio
dosen mahasiswa berkisar pada 1:4,2, dan IPK Lulusan sejak Tahun 2006 > 3,4. Di
samping itu, lulusan dinilai memiliki keunggulan dalam hal integritas berupa etika
moral keprofesian, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan juga kemampuan dan
kemauan mengembangkan diri dengan baik. Capaian-capaian tersebut perlu terus
ditingkatkan yang salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Konferensi
Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS) pada 20 Desember 2011, yang merupakan
KNPTS yang ke-2 kalinya diselenggarakan di Kampus Ganesha. Tema konferensi
“Inovasi dan Penelitian Pascasarjana dalam Bidang Teknik Sipil untuk Mendukung
Konstruksi yang Berkelanjutan" dipilih sejalan dengan kebutuhan aktual di masyarakat
yang selayaknya dapat dijawab oleh kalangan akademisi, termasuk para mahasiswa
pascasarjana.

Kesempatan ini merupakan wadah saling tukar menukar informasi antar para lulusan
dan mahasiswa pascasarjana bidang Teknik Sipil di seluruh Indonesia mengenai
perkembangan ilmu ketekniksipilan. Di samping itu, KNPTS diharapkan dapat menjadi
awal networking bagi para lulusan. Melalui kegiatan ini, ITB mengajak seluruh
perguruan tinggi penyelenggara program pascasarana Teknik Sipil untuk
bekerjasama dalam kegiatan sejenis di masa yang akan datang. Program Studi
Magister dan Doktor Teknik Sipil sangat menghargai partisipasi dan kerjasama dengan
sektor pemerintah (khususnya Kementerian Pekerjaan Umum) dan sektor industri/jasa
konstruksi. Sinergi yang baik antara external stakeholders dengan sivitas akademika
Teknik Sipil ITB diharapkan akan dapat mempercepat peningkatan kualitas
pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Bandung, 20 Desember 2011
Ir. Reini D. Wirahadikusumah, MSCE., Ph.D.
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KAWASAN WATERFRONT YANG BERKELANJUTAN
DI PANTAI UTARA JAKARTA
(Studi Kasus Kawasan Pantai Indah Kapuk)
Siti Sujatini
Dosen Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta,
E-mail: siti_sudjatinil@yahoo.com

ABSTRAK

Saat ini sekitar 70 % penduduk dunia tinggal pada kawasan yang berbatasan dengan perairan. Kota
DKI Jakarta pada awalnya merupakan bagian dari propinsi Jawa Barat, namun seiring dengan
perkembangan fungsi memisahkan diri menjadi daerah tingkat satu (Dati 1) yang dipimpin oleh Gubernur.
Perkembangan kota Jakarta kemudian semakin kompleks dengan bertambahnya fungsi-fungsi yang
menepikan identitasnya sebagai kota di kawasan pesisir. Orientasi pembangunan di Indonesia jauh lebih
lebih dititikberatkan pada potensi alam di daratan (landward oriented development), sementara
pembangunan berbasis kelautan (seaward oriented development) jauh dari nilai optimal. Jika kita
berpegangan kepada faktor sejarah, budaya maritim dan proporsi luasan darat —laut Indonesia, seharusnya
pembangunan kita lebih ditumpukan pada pembangunan yang berbasis kelautan. , landward dan seaward
harus bersinergi satu sama lain.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk maka kebutuhan akan sarana dan
prasarana di Jakarta terus meningkat, kebutuhan akan lahan meningkat menerus, salah satu area
pengembangannya adalah ke arah ,,waterfronts”. Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru
pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Pertumbuhan penduduk dengan segala
aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Hal ini menyebabkan manusia
memikirkan untuk mencari lahan baru.

Sebagai kota pesisir yang merupakan kawasan strategis, Jakarta Utara perlu dikembangkan
sebagai Jakarta Waterfront City yang mempunyai tujuan utama merevitalisasi, memperbaiki kehidupan
masyarakat pantai, termasuk nelayannya. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan
banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat
membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan
daerah pantai, pengembangan wisata bahari, akan tetapi keuntungan yang diraih apa sudah sesuai dengan
yang dikorbankan. Reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan
lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan
perubahan ekosistem seperti erosi, sedimentasi pantai, dan gangguan keseimbangan lingkungan. Oleh sebab
itu maka perlu dianalisis penerapan konsep waterfronts yang berkelanjutan di pesisir pantai sehingga
keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan dapat tercapai.

Kata Kunci: Konsep Pengembangan “Waterfront ”, Reklamasi, Kerusakan lingkungan

1. LATAR BELAKANG

Pengembangan kota tepi air di Indonesia merupakan pokok masalah yang potensial
ditangani secara lebih seksama, karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia dan
berdasarkan PP 47/97 (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) terdapat 516 kota andalan di
Indonesia dengan 216 kota diantaranya merupakan kota tepi air yang berada di tepi laut (pantai),
sungai atau danau. Dibandingkan dengan kawasan kota tepi sungai atau danau, kawasan kota
pantai/tepi laut mempunyai lebih banyak potensi untuk dikembangkan, terutama berkaitkan
dengan aspek fungsi dan aksesibilitas. Fakta menunjukkan, bahwa sekitar 60% dari populasi dunia
berdiam di kawasan selebar 60 km dari pantai dan diperkirakan akan meningkat menjadi 75%
pada tahun 2025, dan 85% pada 2050. Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sendiri menyebutkan
bahwa sejumlah 166 kota di Indonesia berada ditepi air (Waterfront).

Kota pantai/ tepi laut sebagai salah satu bentuk kota tepi air pada dasarnya berakar pada
faktor-faktor geografi dan sejarah nusantara yang selama berabad-abad telah menjadi bagian dari
jalur perdagangan internasional. Pada perkembangan selanjutnya kawasan ini menjadi
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tempat yang menarik untuk permukiman. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya laju
pertumbuhan perkotaan, dimana kawasan kota pantai cenderung tumbuh lebih cepat, baik secara
demografis maupun ekonomis daripada kota-kota di wilayah lain. Dengan adanya berbagai
kepentingan yang berbeda, pengembangan kota tepi air dapat mengakibatkan terjadinya
konflik/friksi, antara lain :

- kepentingan antar institusi pemerintah, baik pusat, daerah maupun pengelola pelabuhan;

- antara kepentingan komersial dan sosial;

- antara kepentingan publik dan individu;

Jakarta merupakan IbuKota Negara Indonesia yang memiliki perkembangan yang sangat
pesat. Dengan statusnya yang merupakan kota Megapolitan, Jakarta mulai terbebani dengan
pertambahan penduduk dan lahan- lahan yang relatif semakin berkurang bagi pembangunan dan
perkembangan kawasan kota.. Penduduk perkotaan di Indonesia pada awal abad 21 menunjukkan
kecenderungan terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan
mencapai 257 juta, dimana 49,5 % nya merupakan penduduk perkotaan. Jakarta sebagai first
impression bagi para pendatang yang menggunakan transportasi udara dapat dilihat dari udara,
untuk itu kondisi keteraturan dan setting tata-guna lahan serta pengembangan pembangunan
perumahan dan wilayah pusat distrik bisnis. Sehingga pengembangan ke arah waterfronts Jakarta
sangat berpotensi bagi citra kota secara keseluruhan.

Reklamasi pantai utara Jakarta adalah satu-satunya cara untuk memperluas wilayah
ibukota RI, sebab pengembangan ke arah yang lain sudah tidak memungkinkan. Untuk itu,
kawasan reklamasi akan ditata dan dirancang modern, sehingga tidak saja dapat menampung
penduduk dengan kepadatan tinggi, juga dengan lingkungan berinfrastruktur rapi. Kawasan ini
pun direncanakan menjadi kawasan bisnis dan komersial modern, selain pelabuhan dan rekreasi.
Pendeknya, mirip dengan kota-kota dunia yang berhadapan dengan pantai, macam Sydney atau
New York. “Jika kawasan waterfront ini jadi, Jakarta akan tak kalah dengan kota- kota itu,” kata
Budikarya Sumadi, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, saat meluncurkan de Cove,
salah satu perumahan termegahnya di kawasan Ancol. Apalagi, imbuhnya, gaya hidup waterfront
living kini sudah menjadi tren dan layak diadopsi oleh warga kota Jakarta dan sekitarnya. (
Properti-Indonesia.com, 2010)

Sementara itu pihak yang kontra menilai bahwa aktivitas reklamasi itu akan merusak
lingkungan ekosistem pesisir Jakarta. Tidak saja kawasan hutan lindung Muara Angke dan
Marunda, juga penghidupan nelayan dan petani tambak. Hal lain, reklamasi itu berarti juga
memperpanjang “jalan air” menuju muaranya, sehingga bisa menyebabkan Jakarta akan
kebanjiran. Apalagi, 40% wilayah Jakarta berada di bawah peil muka air laut pasang, dan diyakini
luasan itu akan terus bertambah karena penurunan tanah, akibat penyedotan air tanah yang tidak
terkendali. Ditambah, di beberapa bagian kawasan pantura itu terdapat cagar-cagar budaya yang
ditakutkan akan terusik. Alih-alih bisa menjadi bagian dari obyek wisata, justru tersingkirkan.
(Property-Indonesia.Com, 2010)

Pengembangan ke kawasan waterfronts memang memiliki potensi permasalahan yang
cukup komprehensif, baik dari aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, aspek teknologi
konstruksi, dan aspek investasi yanga sangat besar. Disatu satu sisi reklamasi mempunyai dampak
positif sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah
bernilai ekonomis tinggi, akan tetapi di sisi lain jika tidak diperhitungkan dengan matang maka
dapat berdampak negatif pada lingkungan. Disinilah diperlukan kepedulian dan kerjasama
sinergis dari semua komponen stakeholders.

Reklamasi khususnya reklamasi pantai masih diperlukan selama dilakukan dengan kajian
yang komprehensif. Simulasi prediksi perubahan pola arus hidrodinamika laut secara



teknis dapat dilakukan dengan model fisik (laboratorium) atau model matematik. Dari
permodelan ini dapat diperkirakan dampak negatif yang terjadi dan cara penanggulangannya.
Reklamasi ditinjau dari sudut pengelolaan daerah pantai, harus diarahkan pada tujuan utama
pemenuhan kebutuhan lahan baru karena kurangnya ketersediaan lahan darat. Usaha Reklamasi
tidak hanya untuk mendapatkan lahan komersiil semata. Reklamasi di sekitar kawasan pantai
dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan
ilmiah terhadap besarnya kerusakan lingkungan yang akan terjadi.

Undang-undang no. 27 tahun 2007 pada pasal 34 menjelaskan bahwa Reklamasi dapat
dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan
biaya ekonominya. Disamping itu pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan
beberapa hal seperti a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;

b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir; serta c)
persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.

Konteks Perkotaan adalah merupakan faktor-faktor yang nantinya akan memberikan ciri
khas tersendiri bagi kota yang bersangkutan serta menentukan hubungan antara kawasan
waterfront yang dikembangkan dengan bagian kota yang terkait. Termasuk dalam aspek ini :

a. Pemakai, yaitu mereka yang tinggal, bekerja atau berwisata di kawasan waterfront atau
sekedar memiliki kawasan tersebut sebagai sarana publik

b. Khasanah sejarah dan budaya yaitu situs atau bangunan bersejarah yang perlu ditentukan
arah pengembangannya (misalnya restorasi, renovasi atau penggunaan adaptif) serta
bagian tradisi yang perlu dilestarikan

c. Pencapaian dan sirkulasi yaitu akses dari dan menuju tapak serta pengaturan sirkulasi
disalamnya

d. Karakter visual yaitu hal-hal yang akan memberi ciri yang membedakan satu kawasan
waterfront dengan lainnya (Wren dan Toree, 1989)

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Pada perkembangan selanjutnya kota pantai cenderung tumbuh lebih cepat
pertumbuhannya, baik secara demografis maupun ekonomis daripada kota-kota di wilayah lain.
Penambahan lahan di pesisir pantai dengan Penerapan Konsep Pengembangan Kawasan
Waterfront harus dipikirkan secara komprehensif. Pengembangan Lahan dengan cara Reklamasi
Pantai akan menimbulkan gangguan ekosistem laut, dari awalnya digunakan untuk ekosistem laut
menjadi daratan untuk areal bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Pengembangan Kawasan Waterfront telah menyebabkan degradasi lingkungan
Untuk dapat melakukan penelusuran masalah, pemecahan masalah dan memberikan alternatif
pemecahan masalah dalam rangka mewujudkan Kawasan yang berkelanjutan dalam upaya
meningkatkan kualitas kenyamanan penghuni, untuk itu riset ini dilakukan untuk menjawab
permasalahan sebagai berikut:

a. Apakah dan mengapa pengembangan kawasan Waterfront telah menyebabkan
kerusakan lingkungan khususnya dari aspek sosial

b. Apakan peraturan yang ada, Pola Tata Ruang yang ada tidak dapat mewujudkan Pola
Tata Ruang Pengembangan Kawasan Waterfront yang Berkelanjutan

c. Apakah fakta-fakta yang terjadi yang menyangkut permasalahan degradasi lingkungan
yang mengangkut antara lain :
- Aspek lingkungan (kerusakan sistem tata air, ekosistem pantai dan biota laut rusak)
- Aspek sosial (nelayan kehilangan mata pencaharian, kesehatan masyarakat di sekitar
pantai dan lain-lain)



- Aspek ekonomi (mata pencaharian penduduk asli)

d. Menghasilkan suatu solusi/ kebijakan yang terpadu, dapat mewujudkan pota tata ruang
yang berkelanjutan.

€. Memberi gambaran Kkarakteristik spesifik, permasalahan dan potensi pengembangan
kawasan waterfront

3. TUJUAN PENELITIAN

Hasil akhir Penelitian ini diharapkan diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Memberi masukan pada pihak pengembang (swasta) dan pemerintah yang terkait dengan
pengembangan Kawasan Waterfront yang Berkelanjutan.

b. Membantu masyarakat setempat mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik

C. Memberikan sumbangan pada ilmu Lingkungan, Arsitektur, Urban design dan
Perencanaan Permukiman dengan cara mengetahui fakta- fakta dampak lingkungan yang
terjadi pada pengembangan kawasan pada area waterfronts di Jakarta.

4. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Kawasan Pantai Indah Kapuk diambil sebagai studi kasus karena terletak di pantai utara
Jakarta yang cukup strategis. Potensi kawasan waterfronts Jakarta yang dapat dikembangkan
dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

5. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian yang diterapkan dalam riset ini meliputi dua bagian, yaitu riset
identifikasi dan riset kausal. Pada riset identifikasi dilakukan untuk melakukan pendataan,
pemetaan dan kategorisasi hal — hal yang menyangkut dampak lingkungan. dokumentasi dan
pengamatan secara langsung dilakukan dengan maksud untuk pengelompokan dan kategorisasi
serta spesifikasi dari penerapan yang terjadi di area kawasan waterfronts. Sedangkan untuk
penelitian kausal/ uji hubungan dilakukan dengan penilaian/ persepsi masyarakat untuk menilai
tingkat hubungan antara antara aspek ekonomi, soaial dan lingkungan untuk menunjang
pengembangan kawasan waterfronts di Jakarta.

Kajian literatur dan jurnal penelitian sebelumnya dari berbagai sumber yang berkaitan
dengan pengembangan area waterfront. Hasil kajian referensi dan model akan dapat menjadi
acuan atau model untuk mencapai pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Metode
pengumpulan data menggunakan penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, baik data
primer dengan observasi lapangan secara langsung, dengan mempergunakan teknik kuisoner



dan wawancara kelompok untuk identifikasi penelusuran masalah yang akan berguna bagi konsep
pemecahan masalah.

Selanjunya untuk lebih dapat memahami secara mendalam gejala- gejala sosial yang
kompleks, studi Kasus Mikro dilakukan untuk kajian dan penyelidikan untuk mengetahui ciri- ciri
menyeluruh dan bermakna yang dalam berbagai peristiwa kehidupan nyata pada perubahan yang
terjadi dalam kawasan waterfront

Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi yang dapat
dikuantitatifikasikan (data yang dapat diukur dan diuji). Penyusunan dan pembentukan model
dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mempelajarin tren dan kecenderungan jangka
panjang, meramalkan efek lingkungan dan permukiman hunian sehat yang berkelanjutan dan
memperkirakan masalah- masalah yang potensial. Menurut ( Catanese dan Snyder, 1992 hal:112-
114) analisis numerik yang digunakan untuk perencanaan adalah metode statistik, untuk membuat
kesimpulan inferensial mengenai karakteristik kelompok masyarakat dan permukimannya, yang
diukur berdasarkan pengukuran sampel yang mewakili kelompok masyarakat. Metode analsis
yang digunakan adalah Model Persamaan Struktural /SEM (Structural Equation Modeling) (
Ghozali,2005,hal:86). Sampel yang digunakan dalam pengujian SEM berkisar 100-200
responden, dengan teknik “simple random sampling”. Model persamaan struktural menurut
Ghozali (2004, hal:6) memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode statistik multivariat
yang lain karena dalam later variabel dimasukan kesalahan pengukuran dalam model. Uji Model
dengan program AMOS 16.0 dan uji tingkat signifikansi secara simultan dengan uji F dengan
program SPSS 18.

6. TINJAUAN PUTAKA
A. Sekilas tentang kota Pesisir

Secara administratif kondisi kota pesisir pada era otonomi daerah, menunjukkan bahwa
ada kecenderungan masing-masing daerah otonom memiliki kewenangan yang lebih luas dalam
pengelolaan dan pemanfaatan wilayahnya. Kondisi ini berpotensi memunculkan adanya konflik
kepentingan dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan
pemanfaatan kota pesisir. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya
pesisir yang ada serta karakteristik wilayah pesisir yang open acces sehingga mendorong wilayah
pesisir telah menjadi salah satu lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor
pembangunan (multi-use).

Secara fisik, kota pesisir di Indonesia merupakan pusat pelayanan aktivitas sosial-
ekonomi, dimana didalamnya terkandung berbagai aset sosial dan ekonomi yang memiliki nilai
ekonomi dan finansial yang sangat besar. Akan tetapi pembangunan kota pesisir berpotensi
memberikan dampak lingkungan yang merupakan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daratan, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan,
industri, permukiman dan sebagainya. Demikian pula dengan berbagai kegiatan yang dilakukan
di laut lepas, seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai dan perhubungan laut. Pencemaran
akibat kegiatan industri, rumah tangga dan pertanian di darat (land-based pollution sources)
maupun akibat kegiatan di laut (marine-based pollution sources) termasuk perhubungan laut dan
kapal pengangkut minyak dan kegiatan pertambangan dan energi lepas pantai.

Secara ekonomi, kota pesisir memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam PDB
nasional. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan dengan
potensi yang belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi perikanan sekaligus investasi
yang dapat berperan di dalamnya. Akan tetapi kemiskinan masyarakat pesisir dapat memperberat
tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir menjadi tidak terkendali. Hal ini makin
diperparah dikarenakan kerangka hukum yang tidak jelas, tingkat pendidikan dan



kesejahteraan masyarakat yang masih rendah sehingga yang terjadi adalah pemanfaatan berlebih
(over ekploitated) pada sumberdaya hayati laut.

B. Pengertian dan Jenis-jenis Waterfront

Menurut Echlos (2003), Waterfront Development adalah konsep pengembangan daerah
tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa
Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah
pelabuhan. Istilah Waterfront Development sebenarnya sudah lama di pakai untuk pengembangan
beberapa kawasan perkotaan yang berada di dekat tepi air. Konsep pengembangan ini sudah di
pakai oleh beberapa negara maju dan berkembang antara lain : Amerika serikat, Dubai, dan
beberapa negara Eropa dan Asia lainnya. Pengembangan kawasan tepi air ini sebenarnya sudah
mulai di kembangkan sejak tahun 1980 dan bermula di wilayah negara Amerika.

1. Berdasarkan tipe proyeknya, waterfront dapat dibedakan menjadi 5 jenis ( Sumber : www.
forum.vibizportal.com, 2010), yang meliputi:

- Konservasi : Adalah penataan waterfront kuno atau lama yang masih ada sampai
saat ini dan menjaganya agar tetap dinikmati masyarakat

- Redevelopment : Adalah upaya menghidupkan kembali fungsi-fungsi waterfront lama
yang sampai saat ini masih digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan mengubah
atau membangun kembali fasilitas - fasilitas yang ada

- Development : Adalah usaha menciptakan waterfront yang memenuhi kebutuhan
kota saat ini dan masa depan dengan cara mereklamasi pantai.

2. Berdasarkan fungsinya, waterfront dapat dibedakan menjadi 4 jenis,yaitu
- Mixed Used Waterfront

Adalah waterfront yang merupakan kombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran,
pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat kebudayaan

- Recreational Waterfront

Adalah adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan sarana-sarana dan prasarana
untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempat pemancingan, dan fasilitas untuk
kapal pesiar.

- Residential Waterfront
Adalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan
- Working Waterfront

Adalah tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi kapal pesiar, industri berat,
dan fungsi-fungsi pelabuhan.
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C. Peraturan dan Standar Terkait

Rencana pengembangan reklamasi di kawasan Pantai utara Jakarta seluas 2.700 Ha. Oleh
karena itu, melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1995, Presiden Soeharti kala itu memberikan
kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menyelenggarakan
reklamasi kawasan Pantura Jakarta, yang ditindaklanjuti olen Perda DKI No. 8 Tahun 1995
tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.
Sementara itu Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang RTRW Jakarta 2010 juga ikut
memberikan panduan kebijakan terhadap penyelenggaraan reklamasi Kawasan Pantura Jakarta.

Secara visi, pengembangan Pantura Jakarta memiliki nilai yang sangat positif yakni :

1. Terwujudnya kota Jakarta sejajar dengan kota besar lainnya di dunia dengan bercirikan
kota pantai,
2. Terwujudnya kota pantai Jakarta siap menghadapi persaingan global,

Sedangkan misi dari pengembangan Pantura Jakarta adalah :

1. Terciptanya model mamanjemen pembangunan pantai yang baru dan handal
(intregrated coastal management).

2. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan
kepentingan mkesejahteraaan dan keamanan.

3. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan
kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kelestarian bangunan dan lingkungan
bersejarah.

4. Mengendalikan pertumbuhan kota jakarta kearah selatan untuk melindungai wilayah
selatan Jakarta sebagai daerah resapan air.

Berdasarkan penyampaian konsep, visi dan misi diatas, dapat kami simpulkan bahwa, pada
dasarnya konsep reklamasi yang menurut rencananya dilaksanakan pada tahun 1995 namun
hingga saat ini belum terlaksana adalah konsep pembangunan pantai terpadu, di antaranya terdiri
dari penataan dan pengelolaan pantai dan pesisir secara terpadu, yang merupakan pendekatan
lintas sektor.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2004) dalam Dahuri (1996)[6],
pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management) merupakan
cabang ilmu baru bukan saja di Indonesia, namun juga ditingkat dunia. Dahuri mengatakan bahwa
pengelolaan zona pantai terpadu (ICZM) adalah sebuah proses untuk pengelolaan pantai
menggunakan pendekatan terpadu, mengenai semua aspek dari zona pantai, termasuk batas
geografis dan politik, dalam usaha untuk mencapai pengelolaan sumberdaya yang keberlanjutan.

ICZM menggunakan partisipasi dan kerjasama dari semua stakeholder untuk menilai tujuan-
tujuan masyarakat dalam suatu wilayah pesisir, dan untuk mengambil tindakan terhadap tujuan-
tujuan pertemuan ini. ICZM mencari, selama jangka panjang, untuk keseimbangan lingkungan,
ekonomi, sosial, budaya dan tujuan rekreasi, semua dalam batas-batas yang ditentukan oleh
dinamika alam.

Konsep ,,Terpadu* di bagan diatas mengacu pada tujuan integrasi dari komponen darat dan laut
dari wilayah pesisir, baik dalam waktu dan ruang. Dengan demikian ICZM dapat sangat
bermanfaat bagi pembangunan perkotaan: memfasilitasi alokasi sumber daya; merencanakan
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resolusi konflik; memberikan perlindungan lingkungan hingga meningkatkan kualitas hidup
manfaat ekonomi.

Secara sosial, potensi jumlah penduduk kota pesisir sangat besar dan dapat dikatakan bahwa
wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia pada masa yang akan
datang. Dengan mata pencaharian dalam sektor marjinal seperti buruh pelabuhan, nelayan kecil,
industri perikanan rumah tangga dan lain-lain, maka tingkat penghasilan dan kesejahteraan
masyarakatnya masih sangat rendah. Disamping itu dengan tingkat pendidikan yang belum
memadai maka makin membuat sulit untuk berkembang.

D. Teori Pembangunan

Healey (1992) melalui teori pembangunan institusinya menyebutkan bahwa pada setiap
proses pembangunan terjadi negosiasi di antara para pelaku yang terlibat pada setiap peristiwa
(events) yang berlangsung dalam proses pembangunan tersebut. Proses negosiasi tersebut akan
dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan di antara pelaku, yang mempunyai sumberdaya masing
masing. Menurut Elias (dalam Verhage dan Needham, 1997:2056), kekuasaan dan
ketergantungan adalah suatu hal yang saling berbalikan. Menurut Verharge dan Needham (1997)
negosiasi diperlukan, karena ada ketergantungan di antara pelaku, mencakup ketergantungan
ekonomi, yuridis dan komunikasi/ informasi.

Dalam negosiasi, dikenal apa yang disebut sebagai “win-win solutions”. Ini dapat
diartikan bahwa semua aktor yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut memperoleh manfaat
yang diinginkannya sesuai dengan biaya yang dapat dipikulnya. Dengan kata lain, tak ada pihak
atau salah satu aktor yang merasa dirugikan atau “dikalahkan” kepentingannya oleh pihak yang
lain.

Dengan konteks keberlanjutan, kemitraan di antara para aktor pembangunan, yaitu

sektor publik, sektor swasta dan komunitas, dinilai sebagai suatu mekanisme yang tepat untuk
dapat mencapai tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan —dalam hal ini pembangunan
infrastruktur perkotaan-. Terkait dengan hal tersebut maka “good governance” menjadi suatu
isu penting, dan jaminan atas terselenggaranya menjadi dasar pemberi bantuan para donor
pembangunan. Secara mudahnya, “governance” dapat diartikan sebagai proses pengambilan
keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan atau tidak
diimplementasikan.  “Good governance”  mempunyai 8 karakteristik, yaitu partisipatif,
berorientasi pada konsensus, transparans, responsif, efetif dan efisien, merata/ adil dan inklusif,
dapat dipertanggungjawabkan (“accountable”), dan mengikuti aturan
(http://www.unescap.org/pdd/pr..). Kriteria ini mudah disebutkan, tetapi sangat sukar
dilaksanakan, khususnya ketika kemampuan atau penguasaan informasi para actors tidak setara.

Pembangunan partisipatif, khususnya pembangunan yang bertumpu pada komunitas,
sering diunggulkan sebagai pendekatan yng paling “ampuh” agar manfaat pembangunan benar
benar dapat diperoleh masyarakat yang menjadi subjek pembangunan. Namun beberapa
pengalaman dari sejumlah praktek pembangunan partisipatif ternyata menimbulkan pertanyaan
akan terjadinya suatu tirani baru dalam pembangunan (Cooke & Kothari). Pendekatan partisipatif
mengandung paradox : upaya efisiensi sering “mengalahkan” upaya pemberda- yaan, tentang
kelembagaan sering hanya terfokus pada organisasi lokal yang formal dan tampak jelas, dan lain
sebagainya (Cleaver, 2001:53)

Bagaimana kemitraan dalam pembangunan, sebagaimana partisipatori, dapat menjamin
manfaat pembangunan infrastruktur perkotaan sampai pada masyarakat luas pengguna kota, dan
bagaimana kemitraan dilaksanakan, masih merupakan hal yang perlu dipelajari lebih dalam. Hal
ini mengingat sumberdaya aktor publik dan swasta tampak sangat dominan dibanding dengan
aktor komunitas atau masyarakat.

Pertanyaan lain yang tak kurang mengusik adalah: untuk siapa kota dibangun, apakah
sebatas penghuni kota yang berkartu penduduk, ataukah kota ditempatkan dalam posisi yang
berperan membangkitkan kehidupan yang lebih baik bagi semua warga negara? Dalam konteks
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ini, penataan ruang dan peningkatan kualitas ruang perkotaan pun dapat dipertanyakan
manfaatnya, untuk siapa? Akhir akhir ini tampak banyak keputusan pembangunan yang
mengundang konflik, dan berakhir dengan tersingkirnya kelompok masyarakat yang kurang
beruntung dari tempatnya. Sebagai senjata “pamungkas” acapkali digunakan “peraturan kota”
atau “peraturan tata ruang kota”. Peraturan, sebagaimana berbagai keputusan terkait
pembangunan fisik dapat dilihat sebagai produk negosiasi pula. Di dalamnya ada kepentingan
kepentingan yang ingin dijaga

E. Jakarta sebagai Kota Pantai

Berdasarkan pengamatan secara umum terhadap isu dan permasalahan yang sering
muncul di pesisir kota Jakarta Utara, seperti abrasi, degradasi lingkungan, kepunahan ekosistem
pesisir dan laut, sedimentasi, pencemaran, banjir, semakin menurunnya kualitas lingkungan
hingga isu yang menjadi pembahasan saat ini yaitu kenaikan paras muka air laut di Tahun 2050,
bahwa pada umumnya pesisir Kota Jakarta Utara dikembangkan tanpa mempertimbangkan
jatidirinya, dan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Jakarta Utara memiliki potensi yang sangat beragam misalnya potensi perekonomian,
potensi sumberdaya alamnya, serta potensi nilai estetika yang dimiliki. Selain ini Kota Jakarta
Utara juga memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan kota-kota lain di DKI Jakarta yang
berbasis pada wilayah daratan. Sumberdaya alam di Kota Jakarta Utara khususnya yang berada
di wilayah pesisir dan lautnya bersifat dinamis serta sifat kepemilikan laut yang merupakan asset
umum (common property). Hal-hal inilah yang menyebabkan Kota Jakarta Utara ini khususnya
wilayah pesisir dan lautnya merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh beragam aktivitas
(multi use).

F. Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan berikut:
a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan;
b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan
pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada
c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman
nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan
daerah/negara lain.
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